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PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Tte
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Koseni Binti Kaswo, tempat dan tanggal lahir lamongan, 15 September
1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di JI. Sultan Baabullah Rt 006 Rw Rw
03, Kelurahan Soa-Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota
Ternate, Soa Sio, Kota Ternate Utara, Kota Ternate,
Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Muhammad Tabrani Mutalib, S.H., M.H., dan Sartono,
S.H, M.H, Advokat yang berkantor di YLPAI Maluku
Utara beralamat di Jalan Rambutan, RT 01/RW 02 Kel.
Makassar Barat, Kec Kota Ternate Tengah, KOta
Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal tanggal 20 Juli 2020, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate
Nomor 453/IX/PA TTE, tanggal 2 September 2020,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Partahanan Bin Harahap, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
mantan TNI, alamat sekarang tidak diketahui dengan
jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik

Indonesia, selanjutnya. sebagai Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Agustus 2020
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor
482/Pdt.G/2020/PA.Tte, tanggal 08 September 2020, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, Tanggal 08, April 1996
/ 19 Dzulhijjah 1416 Hijriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: 02/2/1V/1996 tanggal 17 April 1996 oleh Pegawai Pencatat
Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili
Timur, Kabupaten Dili, Provinsi Timor Timur, maka perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 2
ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, bahwa (1) Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. jo. Pasal 4 Instruksi
Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya
disebut KHI) yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah Dinas Angkatan Darat di Dili Timur selama 3
Tahun 2 bulan, lalu pindah ke Aceh selama 1 Tahun 4 bulan, kemudian
dari Aceh di pindah tugaskan ke Palembang selama 3 Tahun, terakhir di
Jambi Tahun 2012. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

dikaruniai dua orang anak: (1) Eni Hartika Harahap, umur 24 Tahun; (2)
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Dwi Hartika Harahap, umur 19 Tahun, keduanya dalam pemeliharaan
Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, akan tetapi sejak bulan maret 2007 atau pada suatu waktu
pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain asal dari Palembang
bahkan Tergugat pergi bersama wanita tersebut meninggalkan
Penggugat dengan anak-anak yang hingga sampai sekarang sudah 12
Tahun 3 bulan lamanya dan tidak ada kabar sama sekali. Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang
jelas yang hingga gugatan ini kami ajukan;

4. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anak,
Tergugat hanya memberikan biaya anak-anak hanya 6 bulan saja.
Selepas itu tidak pernah lagi mengirim uang;

5. Bahwa Penggugat sering kali bertanya kepada keluarga Tergugat
dan juga rekan kerja Tergugat perihal lokasi keberadaan Tergugat tetapi
baik pihak keluarga maupun rekan kerja tidak mengetahui tempat
Tergugat sekarang berada;

6. Bahwa pada tangga 2014, Penggugat mengetahui bahwa
Tergugat telah di berhentikan secara tidak terhormat dari satuan
keprajuritan TNI AD dengan nomor Sprin/54/11/2012 tertanggal 17
Februari 2012;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
dan anak-anak selama 12 tahun 3 bulan lamanya membuat penggugat
merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya berkesimpulan
bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat
(3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya .

Dengan demikian, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan ini
kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (KOSENI Binti
KASWO) dengan Tergugat (PARTAHANAN Bin HARAHAP) putus karena
perceraian;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasakan kepada
Muhammad Tabrani Mutalib, S.H., M.H., dan Sartono, S.H, M.H, Advokat yang
berkantor di YLPAI Maluku Utara beralamat di Jalan Rambutan, RT 01/RW 02
Kel. Makassar Barat, Kec Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku
Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 20 Juli 2020,

Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara ,
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Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang

bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat / Kuasanya
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut menurut relaas Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Tte yang dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat / Kuasanya agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 02/2/1V/1996 tanggal 17 April
1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili
Timur,Propinsi Timor Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P

B. Bukti Saksi.

1. Eni Hartika binti P Harahap, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta (karyawan Muara Mall), bertempat tinggal di Kelurahan Soasio
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RT.06/RW.03,Kecamatan Ternate Utara,Kota Ternate, saksi setelah

bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Terguat adalah ibu dan ayah
kandung saksi;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun
2007 tidak pernah kembali bahkan tidak pernah mengirim nafkah
hingga saat ini;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat,

namun Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
2. Muhammad Nur Rohim binti Wakidi, umur 35 tahun, agama Islam,

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Keluarahan Soa Sio
RT.06/RW.03,Kecamatan Kota Ternate Utara,Kota Ternate, saksi setelah

bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Penggugat adalah tetangga saksi;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama
partahanan Harahap ;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu saat Penggugat tinggal di
Kota Ternate tanpa suaminya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama
Eni Hartika harahap dan Dwi Hartika Harahap dan saat ini dalam
pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun,namun sekarang tidak rukun lagi;

— Bahwa Saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
tidak kembali sampai saat ini kurang lebih 12 tahun;

— Pihak keluarga penggugat pernah menasehati Penggugat, namun
tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat /Kuasanya
menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat
didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate
ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat

profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

Menimbang, bahwa ada pokoknya Penggugat/Kuasanya mengajukan
perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga
Penggugat dan Terugat mulai tidak rukun sejak tahun 2007 disebabkan
Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan meinggalkan
Penggugat sejak 12 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. vyaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
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materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, adalah keluarga
atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat buki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah pada tanggal 08, April 1996 sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomo : 02/2/IV/1996 tanggal 17 April 1996;
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2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun
2007 sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan
pertengangkaran hingga pisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
kurang lebeih 12 tahun ;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, sudah berusaha
menasehati Penggugat melalui kuasanya akan tetapi tidak berhasil,
karena pihak Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sabh;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

dan harmonis karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 12 tahun bahkan keduanya tidak kembali hidup bersama,;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan
kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam
perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun karena telah pisah selama kurang lebih 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "Suami-
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isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah),
berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan
tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan
bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap
Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Igna juz Il halaman 133 yag dijadikan sebagai
pendapat Majelis sebagai berikut:

dilh Ll ade gl lga g3l dag il 4 ase 1) 1)

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak

satu,

Menimbang, bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
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zdlaal) ala o adia acldall ¢
“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan
suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai
Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), oleh karena itu talak
Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum
Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan

talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada

pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Partahanan Bin

Harahap) terhadap Penggugat (Koseni Binti Kaswo);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 259.000,- ( dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Abdul
Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan
Bahri Conoras, S.H.l masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari
Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil
Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muna Kabir, S.H.I Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I
Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H
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Perincian biaya :

1.

2
3.
4.
5

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp150.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp9.000,00
Jumlah Rp259.000,00

( dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah )

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muna Kabir, S.H.I Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I
Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

S
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Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp75.000,00
Redaksi Rp5.000,00
Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp166.000,00

( seratus enam puluh enam ribu rupiah )
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